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Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat, hidayah dan karunia- Nya Penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Tujuan praktik kerja lapangan (PKL) ini adalah untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman, serta untuk memberi gambaran pada penulis untuk mengaplikasikan teori yang didapat di perkuliahan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penulis dapat memahami bagaimana cara bekerja, aturan dan tata krama dalam bekerja. Selama 1 bulan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis berkesempatan melakukan pekerjaan dan pengamatan serta mengambil bagian dalam beberapa aktivitas di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
Dalam menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko selaku Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia.
2. Alfiana Fitri, S.A., M.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia.
3. Fitri Romadhon, S.A., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL).
4. Dra. Nuri Mardiana, M.M. selaku Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik
5. M. Mukhlish Ariyanto, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Pembina Praktik Kerja Lapangan (PKL).
6. Syifa’, S.E., M.M. selaku Pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban.
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Penulis juga menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Kerja Praktik ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan di masa yang akan datang.
Semoga segala amal perbuatan kita senantiasa bernilai ibadah. Penulis berharap Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak umumnya.
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis.
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[bookmark: 1.1_Latar_Belakang][bookmark: _bookmark5]Latar Belakang
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sebagai pusat pertanggungjawaban dalam pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala satuan kerja. Guna melaksanakan tugas pokok beserta fungsinya tersebut, maka pengalokasian dana dan barang atau aset yang diperlukan diberikan kepada SKPD. Sehingga kepala SKPD diberikan kewenangan oleh kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (PKPKD), dimana akhirnya kepala SKPD harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilakukannya selaku pengguna anggaran yakni berupa laporan realisasi anggaran (LRA).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tolak ukur untuk meningkatkan angka kemakmuran masyarakat dan kemajuan keuangan pada suatu daerah. Perencanaan APBD juga akan berdampak pada adanya peningkatan pembangunan serta ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan menghemat pengeluaran. Oleh sebab itu, perlu adanya anggaran dan realisasi dari masing-masing SKPD untuk dilaporkan serta diperiksa. Dimana BPPKAD Kabupaten Gresik sebagai penerima laporan keuangan tersebut dari seluruh SKPD yang ada di Kota Gresik.
Penyusunan laporan keuangan menggunakan sumber data yang berasal dari transaksi yang terjadi selama periode akuntansi sesuai dengan bukti transaksi yang diinput oleh masing-masing SKPD. Seringkali masih terjadi peristiwa dimana saldo akun yang diserahkan SKPD dengan data yang ada di BPPKAD berbeda. Oleh karenanya, rekonsiliasi perlu dilakukan sebagai upaya penyusunan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang kredibel. Rekonsiliasi menjadi hal yang penting untuk meminimalisasi
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terjadinya pencatatan yang berbeda. Sebab hal tersebut akan berpengaruh pada validitas dan akurasi pada data yang disajikan dalam laporan keuangan.
Keandalan (reliability) merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya. Hal ini bertujuan supaya data akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pemerintah nantinya dapat diandalkan, maka prosedur rekonsiliasi perlu dilaksanakan dalam menilai ketelitian dan akurasi pencatatan pada data akuntansi.
Namun timbulnya wabah COVID-19 yang hingga kini belum mereda, hal tersebut turut berimbas pada prosedur pelaksanaan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran (LRA). Akibatnya, kegiatan tersebut tak dapat dijalankan secara tatap muka guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Sehingga pada kondisi ini pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dialihkan secara virtual dengan memanfaatkan berbagai media digital dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
Selain itu, adanya pandemi COVID-19 berdampak pula pada timbulnya kebijakan dan peraturan baru yang digunakan sebagai payung hukum dalam mengelola keuangan pada masa pandemi COVID-19. Meski kondisi yang dihadapi tak lagi sama, namun diharapkan proses rekonsiliasi dapat tetap berlangsung serta dapat menghasilkan data yang kredibel dan akuntabel. Sehingga laporan keuangan yang akan digunakan berkualitas dengan memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

[bookmark: 1.2_Tujuan_dan_Manfaat][bookmark: _bookmark6]Tujuan dan Manfaat
Tujuan
Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
a. [bookmark: a._Umum]Umum
Untuk menambah wawasan, dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan mahasiswa mendapatkan gambaran kondisi kerja yang sebenarnya sesuai dengan yang didapatkan ketika perkuliahan
b. [bookmark: b._Khusus]Khusus
1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori dan keterampilan praktik yang didapatkan saat perkuliahan ke dalam praktik kerja yang sesungguhnya.
2. Sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang sudah diperoleh di perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya, apakah sudah sesuai dengan teori yang diperoleh.
3. Untuk menjadi bekal dalam mempersiapkan diri sebelum terjun dalam dunia kerja sesungguhnya.
4. Untuk menambah wawasan praktik yang terdapat pada instansi terkait sehingga dapat memperoleh gambaran kondisi sesungguhnya.

[bookmark: 1.2.2_Manfaat]Manfaat
Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan topik yang diusung yakni Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di BPPKAD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:
1. Bagi Perguruan Tinggi
a. Sebagai sarana untuk membina kerjasama yang baik antara Universitas dengan pihak instansi.
b. Sebagai bentuk tolak ukur kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja setelah kelulusan.

c. Sebagai bahan evaluasi atas laporan magang yang dilakukan untuk menyesuaikan kurikulum di masa yang akan datang lebih baik lagi.
2. Bagi Instansi
a. Membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sehari-hari di tempat pelaksanaan magang.
b. Dapat memperoleh saran atau solusi mengenai permasalahan yang dihadapi instansi.
c. Sebagai salah satu sarana menjalin hubungan antara instansi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia.
3. Bagi Mahasiswa
a. Untuk mengaplikasikan pengetahuan teori yang sudah diperoleh di perkuliahan dengan kondisi dunia kerja.
b. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam menerapkan ilmu yang dimiliki.
c. Dapat	mempersiapkan   langkah-langkah	yang	diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam dunia kerja di masa mendatang.
d. Sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman kerja.
e. Untuk menciptakan pola pikir yang lebih maju dalam menghadapi sebuah masalah.

[bookmark: 1.3_Metodologi_Pengumpulan_Data]Metodologi Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) guna memperoleh data dan informasi di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik yaitu :
1. Metode Orientasi
Metode pengenalan berguna untuk membantu pekerja baru supaya dapat mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja pada suatu instansi atau perusahaan.

2. Metode Interview
Metode pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber dengan data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan dokumen lain yang berkaitan dengan rekonsiliasi laporan realisasi APBD.
3. Metode Dokumentasi
Metode pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan melalui website resmi, buku-buku, catatan-catatan transkrip, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang dimiliki oleh tempat yang akan diteliti serta pengambilan foto kegiatan selama proses praktik kerja berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menambah bahan-bahan pendukung yang dibutuhkan terkait laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Lokasi	: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD) Kabupaten Gresik
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik, Jawa Timur
Waktu	: 25 Agustus – 24 September 2021


[bookmark: 1.5_Nama_Unit_Kerja_Tempat_Pelaksanaan_P]Nama Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Unit Kerja : Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban & Sub Bidang Belanja Daerah


[bookmark: BAB_II]BAB II
PROFIL BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK.

[bookmark: 2.1_Sejarah_dan_Perkembangan_BPPKAD_Kabu][bookmark: _bookmark7]Sejarah dan Perkembangan BPPKAD Kabupaten Gresik
Mulanya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik merupakan dua lembaga yakni Dinas Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang memiliki tugas yang berbeda. Dinas Keuangan bertugas untuk pengelolaan keuangan daerah, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bertugas untuk pengelolaan pendapatan daerah.
Pada tahun 2008 dilakukan penggabungan kedua lembaga tersebut menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Penggabungan kedua lembaga mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penggabungan ini tidak merubah tugas sebelumnya, melainkan hanya merubah pada pembagian nama dan struktur organisasi. Setelah dilakukan penggabungan, DPPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
Pada tahun 2011, DPPKAD berubah nama menjadi BPPKAD yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Gresik. Pembentukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam lingkup lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik No 245. Adapun tugas dari BPPKAD adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah yang mengacu pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset

daerah. BPPKAD Kabupaten Gresik terdiri dari 7 (tujuh) bidang diantaranya, bidang Kesekretariatan, bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bidang Pajak Daerah Lainnya, bidang Penagihan dan Pelayanan, bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan, dan bidang Pengelolaan Aset.

[bookmark: 2.2_Visi_dan_Misi_BPPKAD_Kabupaten_Gresi][bookmark: _bookmark8]Visi dan Misi BPPKAD Kabupaten Gresik.
[bookmark: 2.2.1_Visi][bookmark: _bookmark9]Visi
a. Mewujudkan Gresik baru mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah.
b. Menjadi institusi yang transparan, akuntabel dan profesional dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
[bookmark: 2.2.2_Misi][bookmark: _bookmark10]Misi
a. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik.
b. Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD .
c. Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu.
d. Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan transparan, akuntabel dan tertib.
e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

[bookmark: 2.3_Lokasi_BPPKAD_Kabupaten_Gresik][bookmark: _bookmark11]Lokasi BPPKAD Kabupaten Gresik
BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik, Jawa Timur
Gambar 2.3 Lokasi BPPKAD Kabupaten Gresik
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Sumber : Google Maps


[bookmark: 2.4_Struktur_Organisasi__BPPKAD_Kabupate][bookmark: _TOC_250001]Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Gresik

Struktur organisasi perlu diterapkan pada instansi agar dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas maupun pekerjaan, memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan, serta menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan sehingga dapat mampu menjalankan tugas dengan baik. Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, seperti pada gambar di bawah ini:
Gambar 2.4 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Gresik
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Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik


[bookmark: 2.5_Tugas_Pokok_dan_Fungsi_BPPKAD_Kabupa][bookmark: _TOC_250000]Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Gresik
Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016, struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang pendapatan

pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
1. [bookmark: 1.__Kepala_Badan]Kepala Badan
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. [bookmark: 2.__Bidang_Kesekretariatan]Bidang Kesekretariatan
Sekretariat memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga kantor, serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang

berada di bawah dan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan .
b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksana tugas.
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian.
d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor.
e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas.
f. Pengkoordinasian Bidang di lingkup Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
g. Pengkoordinasiaan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. [bookmark: 3.__Bidang_Pajak_Bumi_dan_Bangunan_dan_B]	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di

bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
e. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
f. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. [bookmark: 4._Bidang_Pajak_Daerah_Lainnya]Bidang Pajak Daerah Lainnya
Bidang Pajak Daerah Lainnya memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pajak Daerah Lainnya. Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas,Bidang Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan perencanaan program pajak daerah lainnya.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pajak daerah lainnya.
c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pajak daerah lainnya.

d. Pelaksanaan administrasi program pajak daerah lainnya.
e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan fasilitas program dan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya.
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. [bookmark: 5._Bidang_Penagihan_dan_Pelayanan]Bidang Penagihan dan Pelayanan
Bidang Penagihan dan Pelayanan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang penagihan pajak daerah, pelayanan, keberatan wajib pajak, bagi hasil dan pelaporan pendapatan daerah. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program penagihan pajak daerah, pelayanan, keberatan wajib pajak, bagi hasil dan pelaporan pendapatan daerah.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan penagihan pajak daerah, pelayanan, keberatan wajib pajak, bagi hasil dan pelaporan pendapatan daerah.
c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program penagihan pajak daerah, pelayanan, keberatan wajib pajak, bagi hasil dan pelaporan pendapatan daerah.
d. Pelaksanaan pengadministrasian program pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan, keberatan wajib pajak, bagi hasil dan pelaporan pendapatan daerah.
e. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan, keberatan wajib pajak, bagi hasil dan pelaporan pendapatan daerah.
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang penagihan pajak daerah, pelayanan, keberatan wajib pajak, bagi hasil dan

pelaporan pendapatan daerah.
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di Bidang Penagihan dan Pelayanan.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. [bookmark: 6._Bidang_Anggaran]Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang anggaran dan pertanggungjawaban. Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan	pengkoordinasian	penyusunan	bahan	kebijakan	dan perencanaan program di bidang anggaran.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
d. Pengkoordinasian	penyusunan	dan	pelaksanaan	pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
e. Pengkoordinasian	pelaksanaan	pelayanan	administrasi	anggaran pendapatan dan belanja daerah.
f. Pengkoordinasian	pelaksanaan	pembinaan	dan	fasilitasi	anggaran pendapatan dan belanja daerah.
g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.


7. [bookmark: 7._Bidang_Perbendaharaan]Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan perencanaan program di bidang perbendaharaan dan akuntansi.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perbendaharaan dan akuntansi.
c. Pelaksanaan pengkoordinasiaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang perbendaharaan dan akuntansi.
d. Pelaksanaan administrasi di bidang perbendaharaan dan akuntansi.
e. Pelaksanaan	program,	pengendalian   kegiatan	dan	kebijakan teknis akuntansi, verifikasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan.
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penerapan program dan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan akuntansi.
g. Pengkoordinasian	pelaksanaan	monitoring,	evaluasi,	dan	pelaporan penerapan program dan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. [bookmark: 8._Bidang_Pengelolaan_Aset]Bidang Pengelolaan Aset
Bidang Pengelolaan Aset memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pengelolaan Aset dan Barang Daerah. Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Bidang Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan perencanaan

program dan kegiatan di bidang pengelolaan aset dan barang daerah.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset dan barang daerah.
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pengelolaan asset dan barang daerah.
d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program pengelolaan aset dan barang daerah.
e. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset dan barang daerah.
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset dan barang daerah.
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengelolaan aset dan barang daerah.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.


[bookmark: BAB_III_TINJAUAN_PUSTAKA][bookmark: _bookmark12]BAB III TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: 3.1_Pengertian_Rekonsiliasi][bookmark: _bookmark13]Pengertian Rekonsiliasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, yang menyatakan rekonsiliasi adalah salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Tujuan diselenggarakannya rekonsiliasi adalah untuk mendapatkan data valid terkait pagu (belanja dan pendapatan) dan realisasi (belanja dan pendapatan) untuk periode yang berakhir.
Peranan rekonsiliasi ini cukup penting untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berpengaruh terhadap akurasi dan validitas data yang tersaji dalam laporan keuangan. Selaku pengguna anggaran wajib untuk mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya melalui penyajian laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, maka perlu dilakukannya rekonsiliasi sehingga hasil dari rekonsiliasi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
Penyusunan berita acara rekonsiliasi (BAR) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman
Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut.

Gambar 3.4 Format Berita Acara Rekonsiliasi
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Sumber:	Peraturan	Menteri	Keuangan	Republik	Indonesia	Nomor 104/PMK.05/2017

[bookmark: 3.2_Laporan_Realisasi_Anggaran][bookmark: _bookmark14]Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan realisasi anggaran (LRA) dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 61-62 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
e. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

[bookmark: 3.3_Penyusunan_Laporan_Realisasi_Anggara][bookmark: _bookmark15]Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 nomor 66 menyebutkan bahwa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah. Maka fungsi tersebut dijalankan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik pada bidang akuntansi dan pertanggungjawaban.
Nantinya mengenai laporan realisasi anggaran (LRA), BPPKAD yang akan menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan dan belanja masing-masing dari laporan yang diterima oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerahnya yang kemudian dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Berikut adalah contoh format penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 3.3 Format Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
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Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

[bookmark: 3.4_Faktor_Penyebab_Dilakukan_Rekonsilia][bookmark: _bookmark16]Faktor Penyebab Dilakukan Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBD
Rekonsiliasi menjadi hal penting dan perlu untuk dilakukan. Hal tersebut karena masih dijumpai adanya pencatatan saldo akun yang berbeda antara SKPD dan BPPKAD Kabupaten Gresik. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab dilakukannya rekonsiliasi laporan realisasi APBD diantaranya:
1. Kekeliruan dalam pengklasifikasian
Adanya kekeliruan pengkalsifikasian dalam pelaporan akan menimbulkan kesalahan interpretasi dan perhitungan dari informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Sehingga, hal tersebut dapat menimbulkan adanya perbedaan saldo akun yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadinya kekeliruan tersebut seperti:
a. Kesalahan dalam menggunakan website ketika melakukan input transaksi baik dari pihak SKPD atau pihak SKPKD, dan

b. Kesalahan dalam mengklasifikasikan fungsi/sub-fungsi, program, kegiatan/sub-kegiatan, organisasi, mata anggaran, sumber dana, dan cara penarikan.
2. Terdapat koreksi pada belanja dan pendapatan
Adanya koreksi pada belanja dan pendapatan merupakan koreksi kesalahan dimana upaya yang dilakukan untuk membenarkan kesalahan pada penyajian dalam suatu akun atau pos. Koreksi kesalahan tersebut dapat terjadi diantaranya:
a. Terdapat keterlambatan dalam menyampaikan bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
b. Kesalahan dalam menghitung,
c. Kesalahan dalam menerapkan standar akuntansi,
d. Terjadinya kelalaian, dan lain-lain.
Kesalahan yang terjadi bisa saja ditemukan pada periode yang sama ketika kesalahan tersebut dibuat atau bisa pula dijumpai pada periode di masa mendatang, sehingga hal tersebut yang menyebabkan akan adanya perbedaan perlakuan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan.
3. Ketidakpatuhan SKPD dalam menginput penerimaan dan kontra pos belanja (pengembalian belanja)
Terlambat dalam menginput transaksi dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan saldo akun pada laporan realisasi anggaran (LRA) ketika dilakukannya rekonsiliasi. Seperti halnya menginput setiap penerimaan dimana waktu penerimaannya yang berbeda-beda dan pengembalian anggaran belanja yang dapat diibaratkan seperti ketika melakukan perjalanan dinas keluar kota dengan prediksi memerlukan waktu 4 hari, akan tetapi dalam waktu 3 hari perjalanan dinas tersebut sudah selesai. Maka realisasi anggaran dalam hal kontra pos belanja harus segera diubah agar tidak terjadi perbedaan saldo akun pada laporan realisasi anggaran (LRA).


[bookmark: 3.5_Tujuan_Rekonsiliasi_Laporan_Realisas][bookmark: _bookmark17]Tujuan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah keandalan (reliability). Laporan keuangan dapat dikatakan andal, apabila informasi yang disajikan di dalamnya bebas dan tidak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, melainkan menyajikan semua fakta yang ada secara jujur dan jelas serta informasi tersebut telah diverifikasi. Supaya data akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan, maka diperlukan diadakannya prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan keakuratan pencatatan data akuntansi.
Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 tentang Pengendalian Internal yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah maka diperlukan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal didalamnya. Sistem pengendalian internal intern yang andal harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah.
Berikut tujuan dilakukannya rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut:
1. Menjamin mengenai kebenaran dan kesesuaian data
Masih seringkali didapati adanya perbedaan saldo akun antara laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Maka diperlukan untuk melakukan penelusuran guna memeriksa mengenai kebenaran dan kesesuaian saldo mana yang sesuai dengan yang riil terjadi dan saldo mana yang terjadi kekeliruan atau kesalahan. Hal ini supaya saldo akun yang dilaporkan nantinya dapat disesuaikan berdasarkan bukti transaksi yang ada.

2. Menyamakan data realisasi anggaran
Pihak yang melaporkan mengenai laporan realisasi anggaran ataupun pihak yang menerima laporan, penyajian jumlah realisasi anggaran yang ditulis harus sama. Hal ini supaya dapat tercapainya kesesuaian dan tidak memicu adanya masalah tertentu karena realisasi anggaran merupakan salah satu sorotan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan.
3. Menjamin akurasi data dalam menyusun laporan realisasi anggaran Melakukan kegiatan rekonsiliasi menjadi salah satu kunci utama sebagai langkah penyusunan laporan realisasi anggaran yang kredibel. Hal ini terjadi karena perannya yang penting dalam meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang mungkin dapat berdampak pada akurasi dan validitas data
yang akan disajikan ke dalam laporan realisasi anggaran.
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[bookmark: 4.1_Struktur_Organisasi_Unit_Kerja][bookmark: _bookmark19]Struktur Organisasi Unit Kerja
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bidang Perbendaharaan
[image: ]

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik


[bookmark: 4.2_Tugas_Unit_Kerja][bookmark: _bookmark20]Tugas Unit Kerja
Bidang Perbendaharaan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan perencanaan program di bidang perbendaharaan.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perbendaharaan.
c. Pelaksanaan pengkoordinasiaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang perbendaharaan.
d. Pelaksanaan administrasi di bidang perbendaharaan.
e. Pelaksanaan	program,	pengendalian   kegiatan	dan	kebijakan	teknis akuntansi, verifikasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan.
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penerapan program dan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan.

g. Pengkoordinasian	pelaksanaan	monitoring,	evaluasi,	dan	pelaporan penerapan program dan kebijakan teknis perbendaharaan.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

[bookmark: 4.2.1_Sub_Bidang_Belanja_Daerah][bookmark: _bookmark21]Sub Bidang Belanja Daerah
a. Menyusun rencana kegiatan di sub bidang belanja daerah.
b. Menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis bendahara belanja daerah.
c. Menyusun	pedoman	petunjuk	teknis	dan	petunjuk	pelaksanaan bendahara belanja daerah.
d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang belanja daerah.
e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis perbendaharaan belanja daerah.
f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis bendahara belanja daerah.
g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis belanja daerah.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai bidang tugasnya.

[bookmark: 4.2.2_Sub_Bidang_Penerimaan_Daerah][bookmark: _bookmark22]Sub Bidang Penerimaan Daerah
a. Menyusun rencana kegiatan di sub bidang penerimaan daerah.
b. Menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis penerimaan daerah.
c. Menyusun	pedoman	petunjuk	teknis	dan	petunjuk	pelaksanaan bendahara penerimaan daerah.
d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang penerimaan daerah.
e. Melaksanakan	kegiatan	dan	kebijakan	teknis	perbendaharaan penerimaan keuangan daerah.

f. Melaksanakan	pembinaan,	koordinasi	dan	fasilitasi	kebijakan perbendaharaan penerimaan keuangan daerah.
g. Melaksanakan	monitoring,	evaluasi	dan	pelaporan	kebijakan perbendaharaan penerimaan keuangan daerah.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai bidang tugasnya.

[bookmark: 4.2.3_Sub_Bidang_Akuntansi_dan_Pertanggu][bookmark: _bookmark23]Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban
a. Menyusun	rencana	kegiatan	di	sub	bidang	akuntansi	dan pertanggungjawaban.
b. Menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan akuntansi dan pertanggungjawaban.
c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban.
d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban.
e. Melaksanakan	kegiatan	dan	kebijakan	teknis	akuntansi	dan pertanggungjawaban.
f. Melaksanakan	koordinasi,	pembinaan	dan	fasilitasi	pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban.
g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai bidang tugasnya.

[bookmark: 4.3_Deskripsi_Kegiatan_Praktik_Kerja_Lap][bookmark: _bookmark24]Deskripsi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban dan Sub Bidang Belanja Daerah BPPKAD Kabupaten Gresik. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021 dan dilaksanakan

menyesuaikan jam kerja pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik yaitu setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 07.30 hingga 16.00.
Pada minggu pertama dan kedua pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditempatkan di Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggung Jawaban. Selanjutnya, pada minggu ketiga dan keempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditempatkan di Sub Bidang Belanja Daerah. Pekerjaan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:
1. Mengecek dan memvalidasi Jurnal LRA akun SP2D dan pendapatan di Valid.id™ 2014 Full support SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) berbasis akrual Kabupaten Gresik.
2. Memvalidasi Jurnal LO akun SP2D dan pendapatan di Valid.id™ 2014 Full support SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) berbasis akrual pada Kabupaten Gresik.
3. Mempelajari buku 1 dan 2 tentang perubahan atas peraturan sistem akuntansi berbasis akrual tahun 2014.
4. Fotokopi dan menstempel surat permohonan data keuangan OPD dan lampiran.
5. Menulis nama-nama Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penerima surat permohonan data keuangan OPD.
6. Mencocokan nominal rekap pendapatan dan belanja daerah SKPD Kabupaten Gresik per 31 Agustus 2021 dengan laporan keuangan SKPD (LRA) di Valid.id™.
7. Mencetak dan menyusun rincian laporan realisasi anggaran (LRA) menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
8. Fotokopi dan menstempel surat serta lampiran permohonan data Anggaran dan Realisasi beserta daftar penerima belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
9. Menulis nama-nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus mengirimkan surat serta lampiran permohonan data Anggaran dan Realisasi beserta daftar penerima belanja hibah dan belanja bantuan sosial.


10. Fotokopi buku 1 tentang jabaran pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020.
11. Menstempel tanda tangan Bupati pada lembaran daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 nomor 1, peraturan daerah dan peraturan bupati Kabupaten Gresik tahun 2021.
12. Mengantarkan surat ke BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik.
13. Memvalidasi SKPD pada jurnal penerimaan dan penyetoran LO akun pendapatan bagian keuangan (BPPKAD).
14. Fotokopi dan menstempel tanda tangan Bupati pada lampiran LPJ.
15. Mengecek dan mengurutkan nota kredit berdasarkan laporan kas posisi harian.
16. Mengentri transaksi penerimaan kas berdasarkan rekening koran melalui website Sistem Informasi Perbendaharaan Daerah (SIPDeh).
17. Mengurutkan dan menyusun rekening koran berdasarkan nomor halaman.
18. Mengurutkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada setiap SKPD berdasarkan nomor dan tanggal surat.
19. Menyusun dan memasukkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke dalam map berdasarkan SKPD.
20. Fotokopi dana hibah TA 2021.
21. Menulis nama-nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku penerima pada undangan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.
22. Mencetak lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
23. Meminta nomor surat Nota - Dinas ke bagian sekretariat.
24. Mengantarkan berkas dan undangan ke bagian sekretariat.

[bookmark: 4.4_Tugas_Khusus_(Penelitian_Rekonsilias][bookmark: _bookmark25]Tugas Khusus (Penelitian Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
[bookmark: 4.4.1._Laporan_Realisasi_Anggaran_BPPKAD][bookmark: _bookmark26]Laporan Realisasi Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik
BPPKAD Kabupaten Gresik telah menyusun dan menerbitkan Laporan Realisasi APBD yang telah disesuaikan dengan pedoman yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Berikut hasil penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai berikut:
Tabel 4.4.1 Implementasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik
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Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik

[bookmark: 4.4.2._Skema_dan_SOP_Pelaksanaan_Rekonsi][bookmark: _bookmark27]Skema dan SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBD
Pada masa pandemi COVID-19, proses rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak dapat dijalankan secara tatap muka seperti sebelumnya. Akibat dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19, maka kegiatan rekonsiliasi saat ini dijalankan melalui komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Pada kondisi ini, selaku pengelola keuangan perlu untuk mengubah mindset menjadi digital. Pada proses pencocokan data, pengawasan, dan pengendalian membutuhkan cara tersendiri dalam melakukan rekonsiliasi. Hal ini karena kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan pencatatan dan penyajian transaksi telah sesuai dengan kebijakan akuntansi.
Pelaksanaan rekonsiliasi di masa pandemi COVID-19 tengah diterapkan oleh bidang akuntansi dan pertanggungjawaban BPPKAD Kabupaten Gresik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti menginstruksikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat mengirimkan data rekonsiliasi dalam bentuk softcopy berupa file PDF atau Excel yang dikirim melalui email atau whatsapp sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan.
Sedangkan pendampingan dalam pelaksanaan rekonsiliasi, BPPKAD Kabupaten Gresik melakukannya secara daring (dalam jaringan) melalui telepon via aplikasi whatsapp dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kerja.
Pada pelaporan keuangan SKPD dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi secara rutin dan periodik. Rekonsiliasi internal dilakukan antara PPK-SKPD, bidang akuntansi SKPD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu, dan bidang atau unit kerja terkait lainya. Sedangkan kegiatan rekonsiliasi eksternal dilakukan antara SKPD dengan BPPKAD Kabupaten Gresik (selaku SKPKD) juga dilakukannya rekonsiliasi dengan bagian kas daerah karena berhubungan dengan Laporan Pendapatan dan Laporan Belanja atau SP2D.

Setiap awal bulan paling lambat tujuh hari kerja setelah bulan berakhir, satuan kerja berkewajiban melakukan rekonsiliasi di BPPKAD Kabupaten Gresik. Rekonsiliasi tersebut dilakukan agar data yang didapatkan akurat, sehingga nantinya dapat mengetahui kesalahan realisasi anggaran sedari dini dan meminimalisir terjadinya koreksi. Selain itu, BPPKAD Kabupaten Gresik juga memiliki SOP (Standard Operating Procedure) tersendiri dalam menjalankan proses rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin guna membantu dan mempermudah pekerjaan para pegawai. Skema dan SOP dalam menjalankan rekonsiliasi laporan realisasi APBD tertuang dalam gambar sebagai berikut :
Tabel 4.4.2 Skema Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBD
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Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik
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Guna melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi APBD maka perlu untuk dilakukan pembagian tugas supaya kegiatan dapat segera terselesaikan. Bidang perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik terbagi menjadi tiga sub bidang yaitu sub bidang belanja daerah, penerimaan daerah, serta akuntansi dan pertanggungjawaban.
Berikut daftar pembagian tugas pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan rekonsiliasi laporan realisasi APBD yang menangani masing-masing SKPD sebagai berikut.
Tabel 4.4.3 Pembagian Tugas Pegawai Tiap SKPD
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Ketika melaksanakan sebuah kegiatan terkadang timbul adanya kendala yang dapat terjadi kapan saja. Diiringi dengan adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan situasi dan kondisi mengalami perubahan yang cukup signifikan dan perlu untuk beradaptasi terhadap hal-hal baru. Sehingga hal inilah yang dapat menghambat dan menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal. Akibatnya proses pelaksanaan rekonsiliasi laporan realisasi APBD juga turut mendapatkan banyak kendala akibat situasi dan kondisi di masa pandemi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai yang bertugas dalam melaksanakan proses rekonsiliasi di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban

BPPKAD Kabupaten Gresik, banyak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagai berikut :
1. Kesiapan dokumen rekonsiliasi yang tidak tepat waktu dikarenakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak menyediakan tempat penyimpanan data khusus yang akan dikirimkan ke BPPKAD Kabupaten Gresik. Sehingga ketika dilakukan rekonsiliasi, hal tersebut akan mengakibatkan alur proses dan waktu pelaksanaan menjadi kurang efisien dan efektif.
2. Terdapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang lokasinya berbeda (luar kota) dengan BPPKAD Kabupaten Gresik sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam melakukan rekonsiliasi.
3. Sering terdapat status “Tidak Sama” pada beberapa nomor dokumen yang mengakibatkan dokumen tersebut sulit terverifikasi. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara petugas rekonsiliasi BPPKAD Kabupaten Gresik dengan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga terdapat penerimaan dan belanja yang salah input atau kurang input.
4. Terdapat beberapa transaksi yang meskipun secara fisik bukti transaksi benar terkadang terjadi kesalahan input oleh pihak Bank dan hal ini baru diketahui ketika dilakukan proses rekonsiliasi oleh BPPKAD Kabupaten Gresik.
5. Kurangnya pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi di BPPKAD Kabupaten Gresik sehingga membutuhkan waktu lebih untuk melayani rekonsiliasi dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah Kota Gresik.

[bookmark: 4.5_Jadwal_Kegiatan_Praktik_Kerja_Lapang][bookmark: _bookmark30]Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Berikut merupakan jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik selama waktu satu bulan yang dimulai pada tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021.

Tabel 4.5 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

	
Kegiatan
	Agustus-September 2021

	
	Minggu ke-1
	Minggu ke-2
	Minggu ke-3
	Minggu ke-4

	Pengenalan BPPKAD Kabupaten Gresik
	
	
	
	

	Observasi dan Pengumpulan Data
	
	
	
	

	Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggung Jawaban
	
	
	
	

	Pelaksanaan Tugas di Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggung Jawaban
	
	
	
	

	Sub Bidang Belanja Daerah
	
	
	
	

	Pelaksanaan Tugas di Sub Bidang Belanja Daerah
	
	
	
	

	Pembuatan Laporan
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[bookmark: 5.1_Kesimpulan][bookmark: _bookmark31]Kesimpulan
Hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai rekonsiliasi laporan realisasi APBD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Mengenai penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), BPPKAD Kabupaten Gresik telah menyusun dan menerbitkan Laporan Realisasi APBD yang telah disesuaikan dengan pedoman yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.
2. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan realisasi APBD mengalami perubahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akibat dari dampak pandemi COVID-19, seperti dokumen rekonsiliasi dapat dikirimkan dalam bentuk file PDF atau Excel melalui email atau whatsapp, serta pendampingan pelaksanaan dapat dilakukan melalui telepon via whatsapp.
3. BPPKAD Kabupaten Gresik juga memiliki SOP (Standard Operating Procedure) tersendiri dalam menjalankan proses rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin guna membantu dan mempermudah pekerjaan para pegawai. Skema dan SOP dalam menjalankan rekonsiliasi laporan realisasi APBD telah dijelaskan secara rinci yang tertuang dalam gambar yang telah disajikan.
4. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan realisasi dilakukan antara bidang akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran (PA) dengan bidang perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Gresik selaku bendahara umum daerah.
5. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga perlu dilakukannya rekonsiliasi laporan realisasi APBD, diantaranya kekeliruan dalam

pengklasifikasian, terdapat koreksi pada belanja dan pendapatan, ketidakpatuhan SKPD dalam menginput penerimaan dan kontra pos belanja (pengembalian belanja).
6. Kendala-kendala yang perlu dihadapi dalam melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi APBD, diantaranya ketidaksiapan dokumen rekonsiliasi, kurangnya koordinasi antara kedua pihak, adanya kesalahan input oleh pihak ketiga (bank), dan kurangnya sumber daya manusia (SDM).
7. Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik melakukan pembagian tugas untuk melakukan rekonsiliasi laporan realisasi APBD agar proses rekonsiliasi dapat diselesaikan secara efisien dan tepat waktu.

[bookmark: 5.2_Saran][bookmark: _bookmark32]Saran
Selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik mendapatkan pengalaman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan. Oleh karenanya, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai referensi untuk perbaikan di masa yang akan datang, seperti :
1. Memberikan sanksi yang tegas pada setiap SKPD yang melakukan keterlambatan dalam menginput transaksi dan kesiapan data-data yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan rekonsiliasi.
2. Perlu meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan proses transaksi yang dilalui guna meminimalisasi terjadinya perbedaan saldo akun belanja dan pendapatan.
3. Perlu adanya penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Gresik agar dapat menghasilkan dan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.
4. Perlu untuk terus beradaptasi terhadap kebijakan dan peraturan baru yang digunakan sebagai payung hukum dalam mengelola keuangan pada masa pandemi COVID-19.

5. Selalu up to date terhadap informasi terkini dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar tidak tergerus oleh zaman mengingat dampak dari pandemi COVID-19 yang berpengaruh besar terhadap digitalisasi.
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Lampiran 3 : Surat Kesediaan Instansi Praktik Kerja Lapangan (PKL)
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Lampiran 5 : Contoh Berita Acara Rekonsiliasi BPPKAD Kab. Gresik
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Mengentri transaksi penerimaan kas ke aplikasi SiPDeh
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Tampilan halaman utama website SIPKD
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Tampilan lookup treeview data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
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Lampiran 9 : Surat Pernyataan Selesai Praktik Kerja Lapangan (PKL)
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Lampiran 11 : Lembar Evaluasi Pembimbing Lapangan
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PEMBIAYAAN.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisankan
Pinjaman Dalam Negeri - Pemeriniah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Neger - Lainnya
Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumiah Penerimaan (66 s/d 77)

EEEEEE S S48

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Daiam Neger - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Jumiah Pengeluaran (81 s/d 91)
PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)
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1. LAPORAN REALISAST ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember

020 dan 2019

(dalam rupialy)
5 Anggaran Setelah Realisasi Realisasi
e Uraian Rel | perubahan TA 2020 TA 2020 % TA 2010
1 3 3 B 3
1 |[PENDAPATAN |
2| PENDAPATAN ASLIDAERAH ]
3 | Pajak Dacrah 51111 543.600.000.000.00 590.087.765.850,15 | 10855 641.744.041.397,22 |
|
4 | RetrbusiDaerah 51112 62.429.175.437,00 65.623.474.229,50 | 10512 50.949.444.661,00 |
!
5 | Hasil Pengelohan Kekayaan Dacrah |5.1.1.13 12.221.274.79400 12222.126.583,09 | 100,01 10.795.200.15410 |
§ ]
6| M ?:Pe"dapm" AsiDacmah 51y 197.960.382.51435 256.724.546.900.33 | 129,68 247.287.695.783.11 |
vang Sal
H ]
7 ‘T';‘“;)"' Pendapatan AsliDaerah (3 |, ) ) 816.210.832.745,35 |  924.657.913.563,07 113,20 |  080.776.381.995,43 |
s/ !
s | PENDAPATAN TRANSFER !
o | Transier Pemerintah Pusat - Dana 1
Perimbangan 4
10 | Bagi Hasil pajak 51121 146.267.097.663,00 144.337.948.806,00 | 98,68 98537.258.419.00 |
11 | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 51121 35.306.210.699,00 40.579.757.286,00 | 11454 2.269.686.577,00 |
1
12| Dana Alokasi Umum 51121 £50.343.102.000.00 §71.987.860.000,00 | 9794 958325.036.000,00 |
]
13| Dana Alokasi Khusus 51121 283.777.120.000.00 274.738.980.199,00 | 9682 318722.976.334.00 |
" - ]
14 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat|s ) ) 5 | ) 355 603.530.362,00 | 1.331.644.546.291,00 | 98,23 | 1.467.854.957.330,00 |
- Dana Perimbangan (10 5/d 13) !
5| Transfer Pemerintah Pusat - ]
Laimua !
16 i;‘“ Penyesuaian dan Otonomi 51122 357.834.778.000.00 367.707.457.000.00 | 10276 323.214.720.000,00 |
wsu
- : ]
17| Jumiah Transfer Pemerintah Pusat|s ) ) 5 5| 357.834.778.000,00 | 367.707.457.000,00 [102,76 |  323.214.720.000,00 |
-Lainnpva_(16) !
15| Transfer Pemerital Daerah 1
Py !
19 | Pendapatan Bagi Hasi Pajak 5.11.23 213.078.829.000.00 199.149.740.485,00 | 93.46 256.224.161.300,00 |
1
20| Pendapatan Bagi Hasil Laimya 51123 000 0.00 - 0.0
Jumlah Transfer Pemerintah 1 |
2 5.1.1.2. 1078.929. .149.740.485, 56.224.161. !
Dacrak Rinaya (19 o7d 20 1123| 213.075.929.000,00 | 199.149.740.48500 | 93,46 | 256.224.161.300,00 |
2 Bantuan Keuangan j
]
3 | BantanKeuangan dariPemermah |5, 5 4 16.832.613.350,00 16.832.613.350,00 | 100,00 17.186.563.500,00 |
Dacrah lainava !
24| Jumah Bantuan Keuangan (23) |5.1.1.2.4|  16.832.613.350,00 16.832.613.350,00 100,00 17.186.565.500,00 |
" '
25| Jumlab Pendapatan Transfer 5.1.12 | 1.043.439.850.712,00 | 1.915.334.357.126,00 | 98,55 | 2.064.480.404.130,00 |
Q4+17+21+24) |
25| LAIN-LAIN PENDAPATAN |
YANGSAH ‘}
27| Pendapatan Hbah 5113 54.85.700.000,00 99.485.295.505,00 - 73.943370.897,48 |
!
28 | Pendapatan Dana Darurat 5113 000 0,00 - 000 |
25| Pendapatan Lainya 5113 000 0.00 - 0.00 |
— — i
30| Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang |5 ; § 3 94.925.700.000,00 99.485.205.505,00 | 7304337080748 |
Sah 27 s/d 29) | !
31 [JUMLAH PENDAPATAN (7+25+30) [5.1.1 2.854.576.383.457,35 | 2.930.477.566.194,07 [102,97 | 3.119.200.157.022,91 |
32 [BELANTA |
33 | BELANJA OPERASI !
34 | Belanh Pegawai 51211 858.647.345.221,18 £22.901.100.907,16 | 9584 17.722.929.737,94 |
1
35 | Belana Bamang 51212 £10.216.474.101,73 738.658.919.090,04 | 9117 799.671.963.194,53 |
]
36 Belanja Bunga - 0,00 0,00 - 0,00 j
37| Belanj Subsidi - 0,00 0.00 - 0.00 3





image15.png
Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpi

38 [ Belnja Hbah 51213 356.513.375.065.00 345.743.067.85801 | 9698 214.968.069.974.60 (}
39 | Behnja Bantuan Sosial 51214 15.216.200.000,00 18.886.367.00000 | 9828 28.495.620.000,00 |
40| Jumlah Belanja Operasi (34 s/d 39)[5.1.2.1. | 2.044.593.394.387,91 | 1.926.189.454.855,21 | 94,21 | 1.860.858.582.907,07 |
41| BELANJA MODAL (}
42| Behnja Tanah 51221 12.505.000.000,00 1.250.000.000,00 | 10,00 23.708.676.457,78 |
]
43| Behnja Perahtan dan Mesin 51222 105.710.895.732,05 94.876.788.96057 | 89,75 145.339.297.937,64 |
44| Behnja Gedung dan Bangunan 51223 52.847.053.24394 45.609.286.87608 | 8630 3.714.601.786,74 (}
45| Behnja Jalan, Irigasi dan Jarigan  |5.1.2.2.4 143.142.276.933,67 135.036.247.76890 | 97.13 273.833.923.660,18 |
4
46 | Behnja Aset Tetap Lainnya 375.229.124,00 361.461.97013 | 9633 20.946.50000 |
47| Behnja AsetLainaya 577.751.190,00 563.903.30597 | 97.60 142907922000 |
48| Jumlah Belanja Modal (42 s/d 47) [5.1.2.2 315.158.206.223,66 | 281.697.688.881,65 | 89,38 |  538.046.525.562,34 |
49| BELANJA TIDAK TERDUGA |
50 | Belnja Tidak Terduga 5123 328.979.924.390,00 277.829.261.698.16 | 84,45 38421037500 |
51| JrmmhBeRaia THak Teruea s 5 3 328.079.024.390,00 |  277.829.261.698,16 | 84,45 384.210.375,00 |
52 [JUMLAH BELANJA (40+48+51)  [5.1.2 2.688.731.525.001,57 | 2.485.716.405.435,02 | 92,45 | 2.309.289.318.844,41 |
53 [TRANSFER (1
54| TRANSFER BAGI HASIL !
|
55|  Transfer BagiHasil Papk Daerah  |5.13.1 £8.900.238.000,00 73.162.373.00000 | 8230 50.544.513.050,00 |
- TrANSTer AR HAST FenuApavan - . |
ss| ) 5131 10.071.731.000,00 £.240.450.10000 - 0,00 |
bagi Hasil (35 5 !
57 ‘l::""" Transfer bagi Hasil (55 5/ | ) 5 98.971.989.000,00 §1.402.823.100,00 | 8225 50.544.513.050,00 |
S5 [ TRASSFERBASTTA 1
TETANCAN. |
59 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa |5.1.3.2 528.877.021.000,00 528.422.021.00000 | 99,91 529.836.340.00000 |
60 |  Transfer Bantuan Keuangan Lainnya |5.1.3.2 000 000 - 1.043.596.950,00 |
- '
61| Jumlah Transfer Bantuan 1.3.2 528.877.021.000,00 528.422.021.000,00 | 99,91 530.879.936.950,00 |
Keuangan (59 s/d 60) !
62 [JUMLAH TRANSFER (57+61) 513 627.849.010.000,00 | 609.824.844.100,00 | 97,13 |  581.424.450.000,00 |
JUMLAH BELANJA DAN ]

63 316.580.535.001,57 | 3.095.541.249.535, .980.713.768.
TRANSFER (52562) 3.316.580.535.001,57 | 3.095.541.249.535,02 | 9334 | 2.980.713.768.844,41 |
54 [SURPLUS / DEFISIT (31 - 63) (462.004.151.544,22)|  (156.063.683.340,95)| 33,78 |  138.486.388.178,50 |
65 [PEMBIAYAAN ]
]
66 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN ]
|
67 | sisaLebih Perhitungan Anggaran  [5.1.4.1 462.004.151.54422 462.004.151.54422 | 100,00 361.943.261365,72 |
]
s | Penerimaan Kembali Pemberan i 000 00 . Tt 20200000 |
Pinjaman Dacrah !
el KAl Feny eraay - |
59 o 5141 000 000 - 000 |
" — |
70 ?:7‘""::;"'“""" Pembiavaan |, 40 462.004.151.544,22 | 462.004.151.544,22 100,00 |  362.017.763.365,72 |

s/

71| PENGELUARAN PEMBIAYAAN ]
|
72| Pembentukan Dana Cadangan 5142 0,00 000 - 0,00 (}
73| Penyertaan Modal 5142 000 000 - 38.500.000,000,00 |
74 | Pembayaran pokok pijaman 5142 0,00 000 - 0,00 |
75| Jumlah Pengeliaran Pembiavaan |, 4 » 0,00 0,00 - 38.500.000.000,00 |
(72 5/d 74) | I
76 [PEMBIAYAAN NETTO (70 - 75) 1.4 462.004.151.544,22 | 462.004.151.544,22 [100,00 |  323.517.763.365,72 |
NGAN ]
77 [$14 LEBIH PERHITUNGAN 515 0,00 | 305.940.468.203,27 462.004.151.544,22 |
ANGGARAN (70:84) i
]
]
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
|

ikan dari Laporan Keuangan

Gresik, Juni 2021
BUPATI GRESIK
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UNIVERSITAS INTERNASIONAL

UISI | SEMEN INDONESIA

Gresik, 05 Mei 2021
Nomor : 0067/KI.05/03-01.01.01.01/05.21
Lampiran : 1 (satu) berkas proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktik

Kepada Yth.

Drs. Siswadi Aprilianto, M.M

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik

Jawa Timur 61124

Dengan hormat,

Dalam rangka melengkapi kurikulum Program Studi Akuntansi Universitas Internasional
Semen Indonesia, maka setiap mahasiswa diharuskan melaksanakan Kerja Praktik untuk
memberikan gambaran kerja nyata kepada mahasiswa, menerapkan ilmu-ilmu yang telah
diperoleh di Perguruan Tinggi sekaligus memperoleh pengalaman kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat
menerima mahasiswa berikut :

No. NIM NAMA
1. 1021810005 Ameliya Natasyah
2. 1021810046 Vira Hadi Indah Cahyati

untuk dapat melaksanakan Kerja Praktik di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPPKAD) pada tanggal 23 Agustus 2021 - 24 September 2021. Kami
berharap mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan pekerjaan yang sesuai dengan
program studinya dan sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan 1 (satu) berkas proposal.

Selanjutnya kami akan menunggu konfirmasi dan kabar baik dari Bapak/Ibu. Adapun contact
person yang dapat dihubungi untuk Kerja Praktik mahasiswa tersebut adalah Ameliya N. di
nomor HP.082140866309 dan alamat e-mail ameliya.natasyah18@student.uisi.ac.id. Besar
harapan kami agar Bapak/Ibu dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami.

Demikian atas perhatian dan terpenuhinya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Kompleks PT. Semen Indonesia, JI. Veteran, Gresik 61122.
Telp : (031) 3985482; (031) 3981732 ext.3661,3662; Fax : (031) 3085481
Website : www.uisi.ac.id; email : info@uisi.ac.id
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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)

JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3952825 — 30 psw. 209, 3952812
Website : http:/bappeda.gresik.go.id email : bappeda@gresikkab.go.id
GRESIK

Gresik, 27 Juli 2021

Nomor : 070/232/437.71/2021 Kepada
Sifat : Penting Yth. Koordinator Kerja Praktik
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Universitas Internasional Semen
Perihal  : Rekomendasi Izin Penelitian/ Indonesia
Survey/Riset/KKN/PKL i
Gresik
Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik:

3. Surat dari Koordinator Kerja Praktik Universitas Internasional Semen Indonesia
Nomor: 0067/K1.05/03-01.01.01/05.21 tanggal 5 Mei 2021 Perihal Permohonan
Kerja Praktik.

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas

dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh:

1 Nama : Ameliya Natasyah
2. NIM/NIK/NIDN : 1021810005
3 Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : JI. Pasar Pon Rt.03 Rw.01 Desa Bedanten
Kec. Bungah Kab. Gresik
5. Keperluan dilakukannya : Untuk Melaksanakan PKL Daring dengan
Penelitian/Survey/Riset/ Judul “Rekonsiliasi Laporan Realisasi
KKN/PKL Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) di BPPKAD Kabupaten Gresik™
6. Tempat melakukan : BPPKAD Kab. Gresik
Penelitian/Survey/Riset/
KKN/PKL
7. Waktu Pelaksanaan : 23 Agustus - 24 September 2021
Penelitian/Survey/Riset/
KKN/PKL

8. Peserta/Pengikut : Vira Hadi Indah Cahyati
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Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/ KKN/PKL diwajibkan melapor

kepada Instansi terkait;

2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/
KKN /PKL yang dilakukan;

Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan
agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati

Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

w

Kabupaten Gresik:

4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ijin Penelitian/Survey/Riset/ KKN/PKL ini dibuat, untuk dapat

dipergunakan seperlunya.

An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN GRESIK
Penelitian dan Pengembangan

AFIE CHRISDIANTO, SE
Penata Tk [

NIP. 19681230 199703 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Gresik;
2. Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik:
3. Arsip.
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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jin. Dr. Wahidin Sudiro Husodo NO. 245 Telp. 3930729, 3930730. Fax 3930728

GRESIK

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Gresik, 76 Juli 2021

: 070/1248 1437.61/2021 Kepada
- Yth. Sdr. Koordinator Kerja Praktek

T- Universitas Internasional Semen Gresik
:Permohonan Kerja Praktek. di

Gresik

Menjawab surat Saudara Koordinator Kerja Praktek Universitas Internasional
Semen Gresik tanggal 05 Mei 2021, Nomor : 0067/KI.05/03-01.01.01./05.21, Perihal
sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia
memberi kesempatan kepada mahasiswa yang diusulkan untuk melaksanakan Kerja
Praktek pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Gresik, Pada tanggal 23 Agustus 2021 s/d 24 September 2021 Pelaksanaan kerja praktek
dengan menerapkan protokol kesehatan, dan pada saat dimulainya kerja praktek,
mahasiswa tersebut diwajibkan menyertakan hasil swab antigen negatif, maksimal test
swab dilaksanakan 2 hari sebelum pelaksanaan kerja praktek.

Untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
AN.DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
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Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
='= J1. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
['I SI Telp: (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax: (031) 3985481

\N‘ UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
N\

LEMBAR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Nama : Ameliya Natasyah
NIM : 1021810005

Judul Magang : Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
(APBD) di BPPKAD Kabupaten Gresik

TTD
Pembimbing
lapangan

TID

A Pelaksana

Tanggal Kegiatan

1. Perkenalan dan pembagian setiap bidang.
Membaca pancasila di ruangan kerja bersama

para karyawan BPPKAD.
25082021 Memvalidasi Jumal LRA akun SP2D dan /// 1

=

pendapatan di Valid.id™ 2014 Full support
SIPKD (sistem informasi pengelolaan
keuangan dacrah) berbasis akrual Kabupaten
Gresik

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruangan
kerja bersama para karyawan BPPKAD.

26/08/2021 2. Membantu Scan file

B. Mempelajari buku 1 dan 2 tentang perubahan

atas peraturan sistem akuntansi berbasis akrual

tahun 2014.

[}

1. Senam pagi di halaman Bappeda bersama
seluruh karyawan.

Memvalidasi Jurnal LO akun SP2D dan /
pendapatan di Valid.id™ 2014 Full support ‘(/(
SIPKD (sistem informasi pengelolaan -
keuangan daerah) berbasis akrual pada
Kabupaten Gresik.

1=

27/08/2021

(9%

4 | 28/08/2021 Hari Libur

5 | 29/08/2021 Hari Libur

6 | 30/08/2021 SAKIT

7 31/08/2021 SAKIT

1. Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.

Memfotocopy surat permohonan data
keuangan OPD dan lampiran. / \{/(
8 L B. Menstempel surat permohonan data keuangan

OPD di ruang keseketariatan. =

K. Menulis nama-nama Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penerima surat permohonan
data keuangan OPD.

=
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02/09/2021

Menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruangan
kerja bersama para karyawan BPPKAD.
Mengecek dan memvalidasi Jurnal LRA akun
SP2D dan pendapatan di Valid.id™ 2014 Full
support SIPKD (sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah) berbasis akrual Kabupaten
Gresik.

Mengecek dan memvalidasi Jurnal LO akun
SP2D dan pendapatan di Valid.id™ 2014 Full
support SIPKD (sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah) berbasis akrual pada
Kabupaten Gresik.

10

03/09/2021

Senam pagi di halaman Bappeda bersama
seluruh karyawan.

Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.

Memvalidasi Jurnal LO dan LRA akun
pendapatan di Valid.id™ 2014 Full support
SIPKD (sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah) berbasis akrual pada
Kabupaten Gresik.

L3N

11

ari Libt

g

s

12

05/09/2021

Hari Libur

I

13

06/09/2021

T~

Apel pagi di halaman BPPKAD bersama
seluruh karyawan,

Mencocokkan nominal Rekap Pendapatan
SKPD Kabupaten Gresik per 31 Agustus 2021
dengan Laporan Keuangan SKPD (LRA) di
Valid.id™

Mencocokkan nominal Belanja Daerah SKPD
Kabupaien Gresik per 31 Agustus 2021 dengan
Laporan Keuangan SKPD (LRA) di Valid.id™

&

14

07/09/2021

Mendengarkan lagu Indonesia Raya di ruangan
kerja bersama para karyawan BPPKAD.
Membantu print dan menyusun rincian laporan
realisasi anggaran menurut urusan pemerintah
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

®

15

08/09/2021

Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.

Wawancara dan pengumpulan data laporan
Realisasi Anggaran (LRA) di BPPKAD Gresik
untuk laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Wawancara dan pengumpulan data
Rekonsoliasi di BPPKAD Gresik untuk
laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

L3
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16

09/09/2021

Membantu memfotocopy & menstempel surat
serta lampiran permohonan data Anggaran dan
Realisasi beserta Daflar Pencrima Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Menulis nama-nama Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) penerima surat.

Menyerahkan surat permohonan data Anggarai
dan Realisasi beserta Daflar Penerima Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial kepada
beberapa SKPD Kabupaten Gresik dengan
tanda terima surat.

L

17

10/09/2021

Senam pagi dan Olahraga di halaman Bappeda
bersama seluruh karyawan.

Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.

Membantu memfotocopy Buku 1 tentang
Jabaran Pertanggungiawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020
Membantu menstempel tandatangan Bupati di
ruangan Bupati.

18

11/09/2021

Hari Libu

| &=

19

12/09/2021

Hari Libur

20

13/09/2021

Izin Vaksin

21

14/09/2021

Mendengarkan lagu Indonesia Raya di ruangan
Kerja bersama para karyawan BPPKAD.
Membantu menstempel tandatangan Bupati
pada lembaran daerah Kabupaten Gresik tahun
2021 nomer 1 di ruangan Bupati.

15/09/2021

=

Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.

Membantu menstempel tandatangan Bupati
pada lembaran Peraturan Daerah dan Peraturan|
Bupati kabupaten Gresik tahun 2021 di
ruangan Bupati

Mengantar surat dari BPPKAD kepada BPJS
Kesehatan kabupaten Gresik.

Memvalidasi SKPD pada Jurnal Penerimaan
dan Penyetoran LO akun pendapatan bagian
keuangan (BPPKAD)

Mengambil berkas LPJ Bupati di ruangan
Bupati

Membantu menfotocopy dan menstempel tanda)
tangan Bupati pada lampiran LPJ di ruangan
Bupati

= =

23

16/09/2021

=

Menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruangan
kerja bersama para karyawan BPPKAD.
Menyicil laporan Praktik Kerja Lapangan
(PKL).

&
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1. Senam pagi dan Olahraga di halaman Bappeda

bersama seluruh karyawan. ” /
2. Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
2| o0 [ ryavan BPPKAD, u
. Menyicil laporan Prakik Kerja Lapangan =
(PKL).
25 | 18/09/2021 Hari Libur
26 | 19/0972021 Hari Libur

1. Apel pagi di halaman BPPKAD bersama
seluruh karyawan.

2. Wawancara dengan bu Yeti (salah satu stafl

bidang akuntans) mengenai pelaksanaan

27 | 201092021 |  Rekonsilasi laporan realisasi APBD di

BPPKAD Gresik untuk laporan Praktik Kerja |

Lapangan (PKL)

B. Menyicil laporan Prakik Kerja Lapangan

(PKL)

. Mendengarkan lagu Indonesia Raya di ruangan
kerja bersama para karyawan BPPKAD.
R. Mengecek dan memvalidasi Jurnal LRA &

rekonsiliasi laporan realisasi di BPPKAD
Gresik untuk laporan Praktik Kerja Lapangan
(PKL)

1. Membaca pancasila di ruangan kerja bersama

para karyawan BPPKAD.

Mendengarkan lagu Indonesia Raya di ruangan|

kerja bersama para karyawan BPPKAD.

. Menyicil laporan Praktik Kerja Lapangan
(PKL).

™

29 | 22/092021

Jumal LO akun SP2D beserta pendapatan di
Validid™ 2014 Full support SIPKD (sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah)
28 [ 210092021 | berbasis akrual pada Kabupaten Gresil / [ w
. Permintaan data ke pak Awik (Kepala Bidang
Akuntansi) mengenai SOP.Prosedur, Alur _
rekonsiliasi dan rincian pembagian tugas
(w

1. Mendengarkan lagu Indonesia Raya di ruangan|
kerja bersama para karyawan BPPKAD.

P. Membantu menstempel tandatangan Bupati
pada lembaran laporan kevangan tahun 2020 di / B
30 | 23092021 | ruangan Bupati.
B. Mengantar berkas ke tempat percetakan -

laporan keuangan
f4. Mengikut rapat di Arsip Daerah bersama
perwakilan bidang Akuntansi BPPKAD

31 | 24092021 PENUTUPAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Catatan :
Tuliskan kegiatan yang dilakukan (Harian/ Mingguan) selama magang dan ditandatangani oleh Pelaksana
magang dan Pembimbing Lapangan dimana magang dilaksanakan.
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UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA

Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

J1. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
Telp: (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax: (031) 3985481

LEMBAR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Nama
NIM
Judul Magang

: Vira Hadi Indah Cahyati
: 1021810046

: Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) di BPPKAD Kabupaten Gresik

No

Tanggal

Kegiatan

TTD
Pelaksana

TTD
Pembimbing
lapangan

25/08/2021

1. Perkenalan dan pembagian setiap bidang.
2. Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.

B. Checking dan mengurutkan nota kredit
berdasarkan laporan kas posisi harian.

Vg

26/08/2021

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruangan
lkerja bersama para karyawan BPPKAD.

2. Checking dan mengurutkan nota kredit
berdasarkan laporan kas posisi harian.

27/08/2021

1. Senam pagi di halaman Bappeda bersama
seluruh karyawan.

[2. Membaca pancasila di ruangan ruangan kerja

bersama para karyawan BPPKAD.

3. Membantu print file.

R
Kf
-

28/08/2021

Hari Libur

29/08/2021

Hari Libur

30/08/2021

1. Mengikuti apel pagi bersama seluruh
karyawan di depan gedung BPPKAD
Kabupaten Gresik.

31/08/2021

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruangan
kerja bersama para karyawan BPPKAD.

01/09/2021

1. Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.

2.  Checking dan mengurutkan nota kredit
berdasarkan laporan kas posisi harian.
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02/09/2021

1. Checking dan mengurutkan nota kredit
berdasarkan laporan kas posisi harian.
2. Asistensi bersama dosen pembimbing melalui

via WhatsApp Group.

10

03/09/2021

1. Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.

2. Melakukan wawancara terkait struktur

organisasi BPPKAD Kabupaten Gresik.

11

04/09/2021

12

05/09/2021

13

06/09/2021

1. Mengentri transaksi ke dalam form

penerimaan kas berdasarkan rekening koran
melalui Sistem Informasi Perbendaharaan

Daerah (SIPDeh).

14

—

07/09/2021

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruangan
kerja bersama para karyawan BPPKAD.

2. Memisahkan dan mengurutkan halaman

rekening koran.

Uz
by

15

08/09/2021

1. Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.

2. Checking dan mengurutkan nota kredit

berdasarkan laporan kas posisi harian per

tanggal 01 da 02 September 2021.

16

17

—

09/09/2021

1ZIN (KEPERLUAN LOMBA)

10/09/2021

1. Membaca pancasila di ruangan kerja bersama
para karyawan BPPKAD.
2. Checking dan mengurutkan nota kredit
berdasarkan laporan kas posisi harian per
tanggal 03, 06, dan 07 September 2021.
Mengantarkan dokumen ke ruang sekretariat.
4. Mengurutkan (Surat Perintah Pencairan Dana)
SP2D per tanggal

w

%

18

11/09/2021

Hari Libur

19

L

12/09/2021

—T

Hari Libur





image29.jpeg
2

13/0972021

I Mengikuti apel pagi bersama sluruh
Karyawan di depan gedung BPPKAD
Kabupaten Gresik.

. Fotokopi form dana hibah TA 2021,
. Menulis undangan Laporan Realisasi
Pendapatan Dacrah.

by

21

1410972021

1ZIN (Mengikuti Lomba KBMK 2021)

15/092021

1zIN
(Mengituti Lomba KBMK 2021)

2

161092021

1 Menyangikan lagu Indonesia Paga
4 ruangan versa birsama Phm YAy
wan BRPLAD.

2 Checking dan Menguruttan nota kre-
ik berdasarkan aporan kas PSS ha-
Ran per tangaal 08,0, 10, dan ¥
Septomber 20

e

==

2

171092021

1 Membantu print tampran Surat
Pecintal Pencairan Dana (5£20)

2 Monguun \aporan 9eaehie Kery
Lapangan C PL)

e

18/09/2021

Hari Libur

19/092021

Hari Libur

27

2000972021

1. Megikuti Agel pagi berjame Seturk

karyawan & deyan geduny g
Cabupmen pooger T SePKAD

2 Meminta nomor St Hota - Dina
¥e bagian SevretaciAt

3. Mengantactan bertas dan
undangan

s
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28

21/09/2021

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruangan
Kerja bersama para karyawan BPPKAD.

2. Mengantarkan berkas.

Mengurutkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) pada setiap SKPD per tanggal.

4. Menyicil laporan PKL.

=

29

22/09/2021

1. Wembaa Vantasla 4 wagan kerja bar-
Saman para karyawaa BPKAD

2. Mengurutkan Curat Vednkah Rencaian
Dano (§920) Pada Fetiap SEQD ter tanggal

3. Menguan dan memasukEan (P20 ke

dalam wae tada setap SKPD.
4 Menyial |aporan PEL

30

23/09/2021

1. Wendengactan \agu Indonesic Pay i
wangan tefa berlams fad karyawan

80PkAD.
& Mangantarkan oerkas

3. Menyicl  lapoan Ppi.

31

24/09/2021

PENUTUPAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Catatan :

3

‘Tuliskan kegiatan yang dilakukan (Harian/Mingguan) selama magang dan ditandatangani
oleh Pelaksana magang dan Pembimbing Lapangan dimana magang dilaksanakan.
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KEADAAN TRIWULAN KEADAAN
NO.|  BIDANGBARANG
PER BERTAMBAH | BERKURANG SDIRIWOLANY
01 Januari 2018 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 2 2 = & L s
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1. |ASETTETAR.
" il A |TANAH 2.535.300.000,00 2535.300.000,00
J1.Dr. Wahidin SDH No. 245 Telp. 3030729-30, Fax 3930728 B. |PERALATAN DAN MESIN 12.117.244.027 68 200.000.000,00 12317.244.027 68
GRESIK C. |GEDUNG DAN BANGUNAN 9.876.928.766,00 9.876.928.766,00
JALAN,JEMBATAN INSTALASI 210.338.900,00 210.338.900,00
D. |pAN JARINGAN
|ASET TETAP LAINNYA 148.794.750,00 148.794.750,00
BERITA ACARA REKONSILIASI F. K02
[JumAR 2488 60644358 | 20000000000 25088 60644358
2. [ASETLAINNYA
la. Aset Tak Berwujud 140.740.000,00 140.740.000,00
Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, b Aset Lsin/MNon Produlet =
diselenggarakan rekonsiliasi Aset dengan Realisasi Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2018 L] -
|d. Extracountable 192.656.100,00 192.656.100,00
Triwulan] antara Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pengurus A 33338610000 333396:100,00
Barang Sekretariat DPRD yang dilaksanakan di Ruang Rapat BPPKAD Kabupaten Gresik. Keterangan :

Selanjutnya rincian perbidang barang dituangkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari berita acara ini,

Demikian berita acara ini rekonsiliasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestiny.

An. Kepala Badan PPKAD Kab. Gresik Pengurus Barang

Kepala Bidang Pengelolaan Aset

HERAWAN EKA KUSUMA, SE. M. ONANG GUNARTO
Pembina NIP. 19690703 2007011031
NIP. 19741123 199402 1 00





image32.jpeg
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KEADAAN TRIWULAN | KEADAAN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NO.|  BIDANG BARANG PER BERTAMBAH | BERKURANG |STRIWULANI
01 Januari 2018 21
JI.Dr Wahidin SDH No. 245 Telp. 3930729-30, Fax 3930728 1 2 3 4 5 6
1. |ASETTETAP
SREEIK A [Tanan 1.092701.448.131,00 109701 499.3100
eREsT B |PERALATAN DAN MESIN BBUATND| 7220000 2.98.4078,0
C. |GEDUNG DAN BANGUNAN |  45.113329221,00 485133202100
IALAN JEMBATAN INSTALASI | 1871481.18050576 | 7297690000 1871554166457
D |DAN JARINGAN »
BERITAACARA RERDNSIIIAST, £ |ASET TETAP LANNYA 597023000 5972300
F. |op 205500610000 2.355.006.10.00
oA AR50 | 5025830000 -| sssm2m 006 33806
Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, 2. |ASET LAINNYA
. " o . . Aset Tak Bermiud 306520000 7305200
diselenggarakan rekonsiliasi Aset dengan Realisasi Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2018 T = 5
Triwulan T antara Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pengurus . Kemiraan
Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dilaksanakan di Ruang Rapat BPPKAD jo. Extracountable 15.520375.88.30 15.520.375.880.30
[ 16.393.421.082.30 ) | 639342108230
Kabupaten Gresik Keterangan

Selanjutnya rincian perbidang barang dituangkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari berita acara ini,

Demikian berita acara ini rekonsiliasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
An. Kepala Badan PPKAD Kab. Gresik Pengurus Barang

Kepala Bidang Pengelolaan Aset

HERAWAN EKA KUSUMA, SE. M.Si EKO ARIFUDIN
Pembina NIP. 19591012 198903 1007
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PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 33 TAHUN 2017
"

TEnTANG

PERUBAMAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIX

NOMOR 24 TAHUN 2014

TenTANG
TTANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAN DAERAH

LAMPIRAN | KEBLIAKAN AXUNTANS) SCRRASLS KRUAL
L ATTAN KABUPATER GRESTK

/AKAR AKUNTANS! AKUN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
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PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 33 TAHUN 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SUPATI GRESIK

STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKAUAL

PEMERINTAW DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
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